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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian 

kawin ialah Pasal 28 D ayat 1 dan kebebasan berkontrak (frredom of 

contract) sebagai mana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 

yang mengatur : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya”, Hal ini 

sejalan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur : “Setiap 

orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran 

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.  

2. Akibat hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan ialah dengan adanya perubahan 

pada pasal 29 ayat 1 Undang – Undang perkawinan tahun 1974 adanya 

perubahan atas pihak yang dapat mengasahkan perjanjian perkawinan 

bukan hanya pegawai pencatatan perkawinan tetapi juga dapat disahkan 

oleh notaris, adanya surat KEMENDAGRI No : 472.2/5876/Dukcapil 

untuk menindak lanjuti pendaftaran perjanjian perkawian untuk dapat 

mengaitkan pihak ke 3 kedalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat 

oleh kedua belah pihak. 

3. Kendala normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3 
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ialah adanya perlindungan hukum yang melindungi pihak ke 3 dalam 

perjanjian perkawinan yaitu perjanjian perkawinan tersebut para pihak 

telah mencantumkan hak dan kewajiban pihak ke 3 secara khusus. 

4.2.   Saran 

  Berkenaan dengan topik penelitian dan hasil yang diperoleh, maka penulis 

memberikan saran pada bebera papihak, sebagai berikut : 

1. Bagi para pihak agar mengetahui pentingnya peraturan baru yang ada 

terlebih dalam konteks ini adalah perjanjian perkawinan yang mana 

berkaitan dengan pendaftaran perjanjian perkawinan dikarenakan jika 

tidak adanya pendaftaran maka pihak ke 3 yang mana akan tersangkut 

pada perjanjian yang lainnya tidak dapat terikat dan ada baiknya jika para 

pihak membuat pengaturan hak dan kewajiban pihak ke 3 dalam perjanjian 

perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak, 

2. Bagi notaris agar mendaftarkan perjanjian perkawinan yang telah disahkan 

kepada Instansi yang berwenang. Sehingga maksud dan tujuan atas 

perjanjian perkawinan campuran dapat terpenuhi dan sebaiknya notaris 

memberikan informasi hukum yang penting bagi para pihak. 

3. Bagi pihak ke 3 agar lebih berhati – hati dalam berperan serta sebagai 

pihak ke 3 dalam perjanjian perkawinan tersebut agar tidak dimaanfaatkan 

oleh para pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut.  
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